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ABSTRAK 

Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal 

penting. Perkawinan menurut masyarakat minangkabau adalah masa peralihan 

yang paling kompleks yang mencakup faktor – faktor fisik, fisikis, sosiologi dan 

status sosial individu di dalam masyarakat yaitu peralihan dari zaman kuda pacuan 

ke zaman jawi pembajak. Adat minangkabau menganut pola perkawinan eksogami 

dengan batasan eksogami suku, setiap individu dilarang kaein dengan individu lain 

yang memiliki suku yang sama dengannya. Hal ini diatur dalam surat keputusan 

kerapatan adat nagari Koto Tangah Kota Padang No. SK.04/KAN/KT/III/2016 

yang memiliki sanksi dibuang sepanjang adat terhadap pelakunya. Namun 

kenyataannya masih saja terdapat pelaku perkawinan sasuku di dalam masyarakat 

Nagari Koto Tangah Kota Padang. Sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh 

adat yang berlaku. Skripsi ini merupaka hasil penelitian yang menggunakan metode 

yuridis sosiologis dengan teknik wawancara. Penelitian tersebut menggunakan 

beberapa informan, yakni tokoh adat, tetangga dan teman. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menemukan adanya kelemahan dari sistem adat itu sendiri yang 

menjadi penyebab adanya individu di dalam masyarakat yang menjadi pelaku 

perkawinan sasuku. Kelemahan dari sistem adat tersebut yaitu individu di dalam 

masyarakat tidak menaati adanya adat sedangkan mereka memahami adat, serta 

ringannya sanksi terhadap pelaku, bahkan sanksi tersebut dapat pula dihapuskan 

dengan cara apabila sudah berpuluh puluh pelaku kawin sasuku dapat kembali ke 

kampung mereka. Dampak dari sanksi adat  perkawinan sasuku yaitu di buang 

sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam 

masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum dan 

akan menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya pada 

umumnya tokoh adat melarang dengan sangat tegas terjadinya perkawinan sasuku. 

Adapun menurut ajaran Islam, perkawinan sasuku ini sama sekali tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. 
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